BAB |
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara seorang majikan dengan
seorang buruh. Hubungan kerja hanya lahir karena perjanjian kerja. Perjanjian
kerja merupakan perikatan. Perikatan yang lahir karena perjanjian kerja inilah
yang merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja hanya ada apabila salah satu
pihak dalam perjanjian dinamakan majikan dan pihak lainnya dinamakan buruh.
Digunakannya perkataan hubungan kerja untuk menunjukkan bahwa hubungan
hukum antara majikan dengan buruh mengenai kerjal.

Perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan para pihak atau salah satu pihak
tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian
tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika di buat tanpa adanya pekerjaan yang di
perjanjikan dan pekerjaan yang di janjikan tersebut bertentangan dengan
ketertiban umum, Kkesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka perjanjian tersebut batal demi hukum?.

Di dalam ketentuan KUH Perdata, khususnya pasal 1603 b yang menentukan
bahwa. “Buruh wajib mentaati aturan tentang hal melaksanakan pekerjaan dan
aturan yang ditujukan kepada perbaikan tata tertib dalam perusahaan majikan
dalam batas-batas aturan perundang-undangan, atau bila tidak ada, menurut

kebiasaan.” Artinya sesuai dengan ketentuan di atas, pekerja/buruh wajib menaati
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perintah pengusaha atau orang lain yang atas nama pengusaha memberikan
petunjuk demi kelancaran tata tertib dalam perusahaan. Apabila petunjuk ini tidak
ada, yang harus dilakukan pekerja/buruh adalah pekerjaan yang biasa dilakukan di
perusahaan itu.

Dengan adanya ketentuan di atas, pada zaman lampau sering kali terjadi
adanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh tidak menaati
petunjuk pengusaha. Kenyataan ini tentu saja menunjukkan betapa mudahnya
pekerja/buruh kehilangan pekerjaannya hanya semata-mata karena dikatakan telah
menolak petunjuk pengusaha®. Tanggung jawab pekerja/buruh atas kerugian yang
timbul karenanya, pada umumnya terbatas pada kerugian yang terjadi karena
perbuatan yang disengaja atau karena kelalaiannya. Disengaja maksudnya jika
perbuatannya atau tidak berbuatnya bermaksud untuk merugikan kepentingan
orang lain (pengusaha) yang dapat terjadi karena kurang berhati-hati sehingga
merugikan kepentingan pengusaha®.

Sebuah perjanjian kerja dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum
menyangkut apa yang di perjanjikan, kedua belah pihak harus saling
menghormati. Didalam perjanjian kerja beberapa hal yang harus diperhatikan
adalah perjanjian tersebut tidak menyalahi hukum masing-masing pihak harus
sepakat dan tidak boleh terpaksa atau di paksa, isi perjanjian kerja tersebut juga
harus jelas sehingga tidak ada salah paham dikemudian hari yang mengakibatkan

terjadinya wanprestasi.
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Perjanjian kerja di perusahaan idealnya melindungi semua kepentingan pihak
yang terkait di dalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya dibuat
berdasarkan hasil kesepakan antara kedua belah pihak, karena ini menyangkut hak
dan kewajiban kedua belah pihak.

Apabila dilihat dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat
sahnya suatu perjanjian di antaranya dengan adanya kesepakatan antara kedua
belah pihak. Namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi (salah satu atau para
pihak membuat kesepakatan dibawah tekanan atau paksaan), maka perjanjian itu
dapat dibatalkan. Demikian sesuai ketentuan pasa 1321 yang berbunyi “tiada
sepakat yang sah apabila sepakat itu di berikan karena kekhilafan, atau di
perolennya dengan paksaan atau penipuan”. Oleh karena hal tersebut telah
disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan pekerja. Dan kedua
belah pihak telah memberikan persetujuannya sehingga terjadi keterikatan mereka
secara hukum.

Di dalam praktek sehari-hari banyak di temukan perusahaan-perusahaan yang
membuat perjanjian kerja dengan menahan ijazah para karyawan-karyawannya,
dengan alasan supaya karyawan-karyawannya tidak mengundurkan diri sebelum
masa kontrak yang disepakati habis. Sehingga perjanjian kerja yang semacam ini
sangat ditakuti oleh tenaga kerja Indonesia. Salah satu contoh kasus yang ada
adalah sebagai berikut :

Kasus yang terdapat di kota Medan pada Tahun 2015, dimana meski telah

melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap
Rinaldi sejak Februari 2014, namun hingga saat ini PT Summit Oto Finance
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2.

(SOF) masih menahan ijazah mantan karyawannya tersebut. Akibatnya, Rinaldi
yang mempunyai tiga anak itu kesulitan mendapatkan pekerjaan baru, sejak di
PHK sepihak oleh PT SOF sepuluh bulan yang lalu.

"Hingga saat ini PT SOF masih menahan ijazah saya, padahal PT SOF sudah
memecat Rinaldi secara sepihak sejak Februari 2014. Dan sesuai kesepakatan
bersama yang pernah dibuat PT SOF Cabang Medan tertanggal 17 Maret 2005,
ijazah akan dikembalikan setelah berakhirnya hubungan kerja antara kedua
pihak," ungkap Rinaldi kepada Medan Bisnis, sembari memperlihatkan
selembar salinan surat kesepakatan bersama sebagai tanda terima penyerahan
ijazah asli S1 IAIN-SU bernomor IN-14/S-1-602/AA/1998 atas nama Rinaldi
ke pihak PT SOF.

Rinaldi menuturkan, pernah bekerja di PT SOF sejak 29 Juli 2004 hingga
diberhentikan secara sepihak oleh PT SOF tertanggal 1 Februari 2014, tanpa
alasan yang jelas dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu undang-undang Nomor 13 tahun 2003.
Sejak dipecat, Rinaldi mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan baru, karena
ijazah S1 miliknya masih ditahan pihak PT SOF. Kondisi tersebut menyulitkan
dirinya sebagai kepala keluarga, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Ditegaskan, bahwa tindakan PT SOF yang sampai saat ini menahan dan tidak
mengembalikan ijazah asli milik Rinaldi, merupakan tindakan melawan hukum
atau tindak pidana. Yaitu menguasai barang milik orang lain tanpa hak, serta
melanggar kesepakatan yang dibuat tertanggal 17 Maret 2005.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi tentang ijazah dan surat somasi tersebut, PT
SOF Cabang Medan 1 melalui Administrasi Division Head (ADH) Idris di
kantornya Jalan H Adam Malik Nomor 22 A Medan, mengakui belum
diserahkannya ijazah asli milik Rinaldi®.

Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap

perjanjian kerja yang menggunakan jaminan ijazah” akan dibatasi pada

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam
Perjanjian Kerja Yang Menggunakan Jaminan ljazah Bila Dikaitkan

Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ?
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2. Bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang
merasa dirugikan ketika pengusaha tidak mengembalikan ijazah sesuai
perjanjian kerja ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain yaitu

dikemukakan, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana Keabsahan Dan Perlindungan Hukum
Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Yang Menggunakan Jaminan ljazah
Bila Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat
dilakukan pekerja yang merasa dirugikan ketika pengusaha tidak
mengembalikan ijazah sesuai perjanjian kerja

4. Manfaat Penelitian
a.  Teoritis
Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama hukum
perdata yang berkaitan dengan hukum Ketenagakerjaan.
b.  Praktis

Diharapakan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam

menghadapi kasus tentang hukum Ketenagakerjaan.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini ialah meliputi beberapa hal

sebagai berikut :



a.

Jenis penelitian

Di dalam penulisan Skripsi ini, penelitian tergolong sebagai penelitian
hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai
konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan
daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi’.

Pendekatan Masalah

Ada dua metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
yaitu statute approach, conceptual approach. Statute approach vyaitu
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani®.
Sedangkan Conceptual approach vyaitu dengan cara mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dan akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

hukum yang dihadapi®.

Sumber dan jenis Bahan Hukum
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Bahan atau sumber hukum digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu
KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan
hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah,
baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun
pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.

3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat
prespektif analisis secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data
diperoleh dengan mengkaji studi kepustakaan, aturan perundang-undangan
beserta literatur-literatur yang dapat membantu menafsirkan norma
tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan
dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir

adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.



6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian
dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian
yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam
penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain:
BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan
umum Yyang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan isu
permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan, serta
pertanggungjawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam
penulisan ini.
BAB || LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari : sub bab mengenai Perlindungan Hukum; sub bab
mengenai Perjanjian; sub bab Ketenagakerjaan; sub bab Wanprestasi.
BAB Il PEMBAHASAN

Bab ini merupakan analisis terhadap isu hukum yang ada pada penulisan
skripsi ini yaitu yang terdiri dari sub bab mengenai Keabsahan dan Perlindungan
Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja yang Menggunakan Jaminan ljazah
Bila Dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan; sub bab mengenai
uraian Bentuk Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pekerja yang Merasa
Dirugikan Ketika Pengusaha Tidak Mengembalikan ljazah Sesuai Perjanjian

Kerja



BAB IV PENUTUP

Merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, terdiri dari sub bab simpulan
dan saran. Simpulan merupakan perumusan kembali secara singkat jawaban atas
pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab simpulan
memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas
dalam Bab IlIl dan sub bab saran sebagai sarana untuk alternatif pemecahan
masalah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam

menangani kasus yang sama ditengah masyarakat.



